IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA MENGENAI PEMUSNAHAN BARANG SITAAN OLEH KEJAKSAAN KOTA BATU by Elsasmita, Dony Triveba
IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN
2009
TENTANG NARKOTIKA
MENGENAI PEMUSNAHAN BARANG SITAAN
OLEH KEJAKSAAN KOTA BATU
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 










IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT 2 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA MENGENAI PEMUSNAHAN BARANG
SITAAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATU
Disusun dan diajukan Oleh :
Dony Triveba Elsasmita
Nim : 201110110311158




Pembimbing I Pembimbing II
      Dr. Haris Tofly., SH., M.Hum               Dr. Tongat., SH., M.Hum
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMM
Dr. Tongat., SH., M.Hum 
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT
KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI LAPAS KELAS II B KOTA PASURUAN)
Disusun dan diajukan Oleh :
Brian Dwiga Jatmika
Nim : 201110110311155
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Penulisan Hukum
Pada Tanggal : 2 Februari 2017
SUSUNAN MAJELIS PENGUJI
Ketua Majelis      Sekretaris Majelis
Dr. Haris Tofly., SH., M.Hum                             Dr. Tongat., SH., M.Hum M.Hum
Anggota Majelis
Ratri Novita Erdianti, SH., MH                    Dr. Mokhammad  Najih,SH., M.Hum 
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMM
Dr. Tongat., SH., M.Hum M.Hum
DAFTAR ISI

























A. Latar  Belakang
---------------------------------------------------------------------------------
1
B. Rumusan  Masalah
---------------------------------------------------------------------------------
7
C. Tujuan  Penelitian
---------------------------------------------------------------------------------
7
D. Manfaat  Penelitian
---------------------------------------------------------------------------------
8
E. Metode  Penelitian
---------------------------------------------------------------------------------
8
F. Sistematika  Penulisan
---------------------------------------------------------------------------------
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
------------------------------------------------------------------------------------------
13
A. Tindak  Pidana  Pada  Umumnya
---------------------------------------------------------------------------------
13
1. Pengertian  tindak  pidana
----------------------------------------------------------------------------
13
2. Unsur-unsur  tindak  pidana
----------------------------------------------------------------------------
16
3. Pengertian  narkotika
----------------------------------------------------------------------------
21
4. Pengertian  tindak  pidana  narkotika
----------------------------------------------------------------------------
31
B. Tinjauan  Umum  Barang  Bukti  dalam  Tindak  Pidana
---------------------------------------------------------------------------------
41
1. Pengertian  barang  bukti
----------------------------------------------------------------------------
41
2. Fungsi  atau  jenis-jenis  barang  bukti
----------------------------------------------------------------------------
42
3. Kekuatan  pembuktian
----------------------------------------------------------------------------
42
4. Barang  bukti  dalam  tindak  pidana  narkotika
----------------------------------------------------------------------------
43
C. Tinjauan  Umum  Pemusnahan  Barang  Bukti
---------------------------------------------------------------------------------
44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
------------------------------------------------------------------------------------------
47
A. Gambaran  Umum  Lokasi  Penelitian
---------------------------------------------------------------------------------
45
1. Gambaran umum Kejaksaan Negeri Kota Batu
---------------------------------------------------------------------------------
49
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Batu
---------------------------------------------------------------------------------
49
A. Visi Kejaksaan Negeri Kota Batu
---------------------------------------------------------------------------
49
B. Misi Kejaksaan Negeri Kota Batu
---------------------------------------------------------------------------
49
B. Implementasi  Pasal  91 ayat  (2)  Undang – Undang no 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika Mengenai Pemusnahan Barang Sitaan oleh
Kejaksaan  Negeri  Kota  Batu  
---------------------------------------------------------------------------------
51




2. Pemusnahan Barang bukti Narkotika 
---------------------------------------------------------------------------------
54
3. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pemusnahan
---------------------------------------------------------------------------------
62
C. Faktor  penghambat  dalam  pemusnahan  barang  sitaan  oleh
Kejaksaan  Negeri  Kota  Batu  
---------------------------------------------------------------------------------
65
BAB IV PENUTUP 
------------------------------------------------------------------------------------------
68
A. Kesimpulan  
---------------------------------------------------------------------------------
68








Lampiran 1 : Surat Tugas
Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir
Lampiran 3 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 4 : Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian
DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Z.  (2013).  Metode  Penelitian  Hukum.Edisi  Pertama  Cetakan  Ke  empat.
Jakarta: Sinar Grafika.
Arief,  M.  d.  (2005).  Teori  -  teori  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana. Bandung:
Alumni.
Atmasasmita, R. (1997).  Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem
Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Baraza,  L.  (Tanpa  tahun).  Gangguan  Mental  dan  Perilaku  Akibat  Narkotika.
Jakarta: Makalah disampaikan dalam Seminar Narkotika di SMK IPTEK.
Gatra, M. (Edisi Oktober 1999, No. 159.). Nazpa Penghancur Bangsa. Jakarta.
Hamzah, A. (1986). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia.
Hawari,  D.  (1997).  Al-Quran,  Ilmu  Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan  Jiwa.
Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
Imunarso,  D.  P.  (1987).  Hak  Asasi  Tersangka  dan  Peranan  Psikologi  dalam
Konteks KUHAP. Jakarta: Bina Aksara.
Joewana,  S.  (1986).  Gangguan  Penggunaan  Zat  Narkotika,  Alkohol  dan  Zat
Adiktif Lainnya. Jakarta: Karisma Indonesia.
Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
Ma’sum,  S.  (1987).  Penanggulangan  Bahaya  Narkotika  dan  Ketergantungan
Obat. Jakarta: CV. Mas Agung.
Mardani. (2008). Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Marpaung, L. (2010). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya.
Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung : Alumni.
Nurul, R. ( 1989). Barang Bukti dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Poernomo, B. (1983). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Satria, H. (2014). Anatomi Hukum Pidana Khusus. Yogyakarta: UII Press.
Simandjuntak,  B.  (Jakarta).  Pengantar  kriminologi  dan  patologi  sosial. 1981:
Sinar grafika.
Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudarsono. ( 1999). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sudarto.  (1990/1991).  Hukum Pidana 1  A -  1B. Purwokerto:  Fakultas  Hukum
Universitas Jenderal Soedirman.
Sumarno Ma’sum, 1. P.
Sunarso, S. (2004). Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: Raja Grafindo.
Sunarso,  S.  (2004).  viktimologi  dalam sistem peradilan  pidana. Jakarta:  Sinar
Grafika.
Supramono, G. (2004). Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Surahman, A. H. (1994).  Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar
Grafika.
Surya,  P.  (2014).  Skripsi,  Kedudukan  Badan  Penasihat  Pembinaan  dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian
(Studi di BP4 Provinsi Jawa Timur). Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010








wawancara dengan Koeshartanto, Jaksa Pratama, Kejaksaan negeri Kota Batu
wawancara dengan Farriman I. S, SH.,MH sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri
Kota batu
